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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Dana Desa sebagai upaya pengembangan 
Indeks Desa Membangun (IDM) di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas. Dana Desa menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk 
menggerakkan pembangunan di tingkat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Dana Desa dalam 
meningkatkan IDM dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi 
tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. 
Informan utama penelitian ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemangku 
kepentingan terkait lainnya di Desa Kasegeran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun Dana Desa telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program-
program pemberdayaan masyarakat, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam 
meningkatkan IDM di Desa Kasegeran. Kendala yang ditemui antara lain adalah kurangnya 
koordinasi antara pihak terkait, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan dana, dan 
alokasi dana yang tidak selalu tepat sasaran. Selain itu, terdapat juga masalah terkait 
kualitas sumber daya manusia di Desa Kasegeran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam implementasi Dana Desa untuk mencapai 
tujuan pembangunan yang diinginkan. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah 
peningkatan koordinasi antara semua pihak terkait dalam perencanaan, pengawasan, dan 
pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Dana Desa sebagai instrumen 
pembangunan di tingkat desa.  

Kata Kunci; dana desa, implementasi, membangun.  

 

A. PENDAHULUAN 

Pemerintahan Indonesia saat ini mengalami perubahan dari sentralistik menjadi 

desentralistik. Istilah sentralistik sempat populer pada masanya, namun berjalan 

waktu dan perkembangan zaman sistem ini tidak dapat lagi diterapkan. Permasalahan 

yang muncul adalah karena dinilai tidak mampu menampung aspirasi atau pendapat 
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daerah, khususnya yang di daerah terpencil atau terisolir. Untuk menangani 

permasalahan tersebut, maka yang berperan dalam pemberian pelayanan pada 

masyarakat adalah pemerintah desa. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, 

pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Tambunan et al., 2020:3). Lahirnya undang-undang ini memberikan ruang lebih tinggi 

bagi pemerintahan desa dalam pengambilan keputusan diluar pengaruh negara. Hal 

itu yang menjadi pembeda dengan tata kelola pemerintahan desa sebelumnya.  

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting 

dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan 

perekonomian masyarakat. Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah 

berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi   

dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan 

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Desa sebagai salah satu sasaran pembangunan yang bertujuan untuk 

mengurangi berbagai kesenjangan desa/kota dan peningkatan perekonomian di desa. 

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Untuk meningkatkan 

peran pemerintah desa dengan memberikan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan 

wilayah. Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat pemerintah pusat 

perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendesa PDTTrans 

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) ada 3 unsur yang 

menjadi tolak ukur IDM yakni Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan 

Ekologi (Tambunan et al., 2020:5). 

Setiap desa telah menerima dana yang besar mulai dari pemerintah daerah 

maupun dari pemerintah pusat. Dana Desa yang diberikan terbagi menjadi 3 (tiga) 

bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Dana 

Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. Terkhusus pada Dana Desa 
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dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. (Tambunan et al., 2020:4). 

Melalui Dana Desa, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan 

dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa akan mendorong 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara 

intensif dan efektif.  

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks perhitungan gabungan yang 

didasari pada tiga indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan 

Ekonomi (IKE), serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM dikembangkan 

dengan konsep perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek 

sosial, ekonomi, dan ekologi saling mengisi, menjaga potensi kemampuan desa dan 

menjadi kekuatan untuk mensejahterakan kehidupan desa menuju desa maju dan 

mandiri. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, memperkuat nilai-nilai lokal dan 

budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara 

baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi 

bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan 

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Angka IDM dihasilkan dari 

rata-rata nilai ketiga indeks (IKS), (IKE), dan (IKL) yang telah dihitung sebelumnya. 

Desa Kasegeran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Cilongok Kabupaten Banyumas, yang sampai saat ini belum memiliki ketahanan 

sosial yang baik. Hal ini dapat dilihat dari data nilai Indeks ketahanan sosial pada 

tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mengalami kedinamisan pada angka 0.7829. 

Selain itu, secara geografis Desa Kasegeran terletak di sebelah Barat Ibu Kota 

Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 17 km dan terdiri atas daerah 

dataran rendah dan dataran tinggi yang berbatasan dengan sebelah utara Desa 

Pageraji dan Desa Sudimara, sebelah timur Desa Jatisaba, sebelah selatan Desa 

Kaliputih, sebelah barat Desa Batuanten Kecamatan Cilongok. Desa Kasegeran 

merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam, dalam kurun waktu kurang lebih 

4 tahun terakhir sudah dua kali terjadi tanah longsor. Terakhir terjadi tanah longsor di 

grumbul karanggintung rt 03/ rw 04 di tahun 2022, walaupun tidak ada korban jiwa 
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namun kerusakan yang di timbulkan cukup parah. Tanah longsor ini menyebabkan 

putusnya jalan penghubung antara rt 03 dengan rt 04.  

Ketahanan ekonomi di Desa Kasegeran secara umum bertumpu pada sektor 

pertanian, hal ini dikarenakan Desa Kasegeran terdiri atas daerah dataran rendah dan 

dataran tinggi. Meski begitu masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya Desa 

Kasegeran belum memiliki pusat pelayanan perdagangan di setiap dusun yang 

membuat Desa Kasegeran sulit meningkatkan perekonomian. Faktor penghambat 

lainnya adalah sulitnya transportasi publik, dikarenakan angkutan umum hanya ada 

sekali sehari, kualitas jalan yang ada di beberapa dusun juga masih banyak yang 

belum layak, aspal yang rusak dan berkerikil serta jalan yang tidak begitu lebar. Hal 

ini diperparah dengan kondisi beberapa jalan yang memiliki tingkat kesulitan yang 

tinggi, sebab di kiri kanan terdapat jurang. Dari uraian tersebut kategori desa tertinggal 

sangat mendominasi, dengan adanya Dana Desa tentu sangat membantu 

pengembangan desa. 

Salah satu faktor penentu ketahanan ekonomi di Desa Kasegeran adalah Dana 

Desa. Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan 

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2016 yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala 

lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(Tangkumahat et al., 2017:7). Sesuai dengan peraturan menteri tersebut, Desa 

Kasegeran mengoptimalisasikan penggunaan dana desa untuk pengembangan 

infrastruktur desa guna sebagai penunjang dan fasilitas kegiatan perekonomian 

masyarakat desa. Namun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 dana yang 

seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur dialihkan untuk keperluan 

penanganan Covid-19. Hal tersebut yang menyebabkan pengembangan infrastruktur 

di Desa Kasegeran masih belum terlaksana dengan baik sampai dengan sekarang. 

Berbagai fakta empiris tersebut bertolak belakang dengan status Desa Kasegeran 

yang terdapat pada website sidesa.jatengprov.go.id, bahwa  Desa kasegeran sudah 

tergolong desa yang berstatus Desa Berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari data 

Indeks Desa Membangun yang dilaporkan di setiap tahunnya sebagai berikut: 
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Gambar 1. Nilai IDM dan Komposit IDM 
Sumber : sidesa.jatengprov.go.id, 2023. 

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Desa 

Membangun di Desa Kasegeran pada awal tahun 2019 masih tinggi yaitu berada di 

angka 0.6846. Namun pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan sebanyak 

0.0736. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu berada di angka 

0.6332. Penurunan dan kenaikan nilai Indeks Desa Membangun juga dipengaruhi 

oleh nilai Indeks Ketahanan Sosial pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami 

kedinamisan pada angka 0.7829, Nilai Indeks Ketahanan Ekonomi yang mengalami 

penurunan di tahun 2020, dan Nilai Indeks Ketahanan Lingkungan yang juga 

mengalami penurunan di tahun 2020 dan terjadi kedinamisan di angka 0.4667 sampai 

dengan tahun 2022. Dari beberapa faktor tersebut jika diakumulasikan maka Desa 

Kasegeran memiliki angka rata-rata (0.6110-0.6332), angka tersebut tergolong 

standar status desa berkembang. 

Dengan demikian berbagai uraian permasalahan tersebut, mengindikasikan 

pengelolaan dana desa di Desa Kasegeran belum sesuai dengan fakta yang ada dan 

tidak melihat faktor lain yang dapat membantu perkembangan desa. Sehingga dalam 

hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Dana 

Desa Sebagai Upaya Pengembangan Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
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dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004: 

3). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan tiga tahap, pertama wawancara mendalam, kedua observasi, dan 

ketiga dokumentasi. Penelitian ini menggunakan atau mengambil model analisis 

interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:13) dengan empat komponen 

analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data. dan menarik 

kesimpulan (Conclusions Drawing).  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanjaa Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan, pembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Adapun tujuan pemerintah menyalurkan dana desa adalah agar desa 

dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

yang telah di bahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Salah satu tujuan 

dana desa yaitu untuk pembangunan desa yang meliputi infrastruktur desa, 

sarana dan prasarana desa, dan juga untuk pengembangan Indeks Desa 

Membangun. 

Dalam penelitian ini akan dikaji secara lebih mendalam mengenai 

Implementasi Dana Desa sebagai upaya Pengembangan Indeks Desa 

Membangun di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, 

melalui 4 (empat) aspek implementasi kebijakan menurut Edward III, yang meliputi 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya masing-

masing aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut di bawah ini : 

Aspek Komunikasi  
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Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

(target group), sehingga akan mengurangi distrosi implementasi (Edwards III, 

1980:241).  Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut 

Edwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut adalah 

penjelasannya, yaitu: 

a) Transmisi, adalah informasi yang tidak disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. 

b) Konsistensi, adalah informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga 

para pelaksana kebijakan dapat mennjalankan tugasnya dengan baik. 

c) Kejelasan, adalah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah 

dipahami. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari 

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam 

Metode komunikasi di dalam pemerintah desa sangat penting untuk 

menjaga informasi yang efektif antara pemerintah desa, masyarakat, dan 

pihak terkait lainnya. Metode yang digunakan di Desa Kasgeran adalah 

sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan di Desa Kasegeran.  

Hasil penelitian pada sub aspek metode komunikasi berdasarkan sudut 

pandang informan diketahui bahwa Indeks Desa membangun adalah indeks 

komposit yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek 

lingkungan yang bertujuan untuk menuju Desa Membangun yang maju dan 

mandiri, dengan menggunakan metode pertemuan MUSDUS yang diikuti oleh 

perangkat desa, BPD, dan semua unsur masyarakat yang ada di Desa Kasegeran. 

implementasi kebijakan.  

Intensitas komunikasi yang tinggi di dalam pemerintah desa seringkali 

dianggap penting untuk memastikan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam 

pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan 

memperkuat ikatan sosial di antara pemerintah desa dan masyarakat desa di 

Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian 

pada sub aspek intensitas komunikasi berdasarkan sudut pandang informan 
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diketahui bahwa belum terdapat sosialisasi khusus terkait bagaimana upaya 

pengembangan indeks desa membangun yang di danai oleh dana desa di Desa 

Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai 

aspek komunikasi pada Implementasi dana desa sebagai upaya pengembangan 

Indeks Desa Membangun di Desa Kasegeran kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak berjalan sesuai dengan 

ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa 

kurangnya pengetahuan tentang apa itu Indeks Desa Membangun, seperti yang 

disebutkan oleh (Rozandi & Digdowiseiso, 2021:48) bahwa Indeks Desa 

Membangun (IDM) merupakan indeks perhitungan gabungan yang didasari pada 

tiga indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi 

(IKE), serta Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM dikembangkan dengan 

konsep perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, 

ekonomi, dan ekologi saling mengisi, menjaga potensi kemampuan desa dan 

menjadi kekuatan untuk mensejahterakan kehidupan desa menuju desa maju dan 

mandiri. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat 

nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi 

sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dan di Desa Kasegeran itu 

sendiri pengetahuan tentang IDM hanya diketahui oleh beberapa pemerintah 

Desa Kasegeran. Hal tersebut dikarenakan belum terdapat musyawarah khusus 

terkait tentang pengembangan Indeks Desa Membangun, dan masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan dana 

desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang di 

bahas melalui MUSDUS, MUSDES, dan MUSRENBANGDES. 

Menurut Smith dan Larimer dalam (Howlett et al, 2001:102), komunikasi 

merupakan interaksi komunikasi yang saling mempengaruhi antara pembuat 

kebijakan, kelompok penekan, dan masyarakat umum dalam menentukan 

kebijakan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin di tahun 2018, 

Menemukan bahwa terdapat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
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prioritas penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat sekitar kurang 

mengetahui implementasi penggunaan Dana Desa. Persamaan penelitian ini 

terletak pada penjabaran tentang Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak 

pada tahun penelitian, lokasi penelitian dan hasil penelitian.  Hal tersebut 

membuktikan bahwa aspek komunikasi pada penelitian ini belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik, dikarenakan tiga hal penting dalam proses komunikasi tidak 

dijalankan sesuai dengan semestinya. 

      Aspek Sumber Daya 

Sumber daya dapat membantu implementator dalam melaksanakan 

kebijakan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya 

manusia, misalnya kopetensi implementator dan sumber daya finansial (Edwards 

III, 1980:241). Hasil wawancara dengan beberapa informan diatas menunjukan  

bahwa ketersediaan sumber daya manusia di Desa Kasegeran masih tergolong 

rendah, hal itu dibuktikan dengan tingkat kepedulian masyarakat hanya terfokus 

pada pengawasan saja. Pernyataan tersebut relevan dengan hasil pengamatan 

yang peneliti lakukan pada tanggal 9 januari 2024 bahwa ketersediaan sumber 

daya manusia di Desa Kasegeran belum bisa dikatakan baik karena rendahnya 

pendidikan masyarakat yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan tingkat 

kemampuan untuk mengimbangi perkembangan teknologi, informasi, dan 

komunikasi. Berikut merupakan data pengelola dana desa di Desa Kasegeran 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas : 

      Tabel 1. Data Pengelola Dana Desa 

      Sumber : Kantor Desa Kasegeran, 2024. 

Dilihat dari tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa pengelola dana desa di Desa 

Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terdiri dari 7 orang, dan 7 

No  Nama  Tingkat Pendidikan Posisi 

1.  Taufik Hidayat SMA/Sederajat Ketua 

2. Mei Amalia D3/Diploma Bendahara 

3. Firman Nur Aziz S.Pd/Sarjana Pendidikan Sekretaris 

4. Arif Kuncara SMA/Sederajat Anggota 

5.  Warsito  SMA/Sederajat Anggota  

6. Khoerun SMA/Sederajat Anggota  

7.  Noviatun SMA/Sederajat Anggota  
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orang tersebut menjabat pada beberapa posisi di antaranya ada ketua, bendahara, 

sekretaris, dan anggota. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelola 

dana desa tersebut mayoritas masih berpendidikan SMA/Sederajat. Hal tersebut 

membuktikan bahwa dalam pengelolaan dana desa ini masih minim atau masih 

membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dan 

observasi mengenai ketersediaan sumber daya manusia di Desa Kasegeran ini, 

dapat disimpulkan bahwa sub aspek ketersediaan sumber daya manusia belum 

bisa dikatakan efektif. Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang 

paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasikan 

kebijakan, harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki 

keterampilan, keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 

Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tentu akan menghambat 

dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan 

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengimplementasikan dana desa, dan 

masih rendahnya tingkat pendidikan, minimnya peluang kerja, dan kurangnya 

keterampilan / kemampuan yang diperlukan untuk mengimbangi perkembangan 

teknologi. 

Ketersediaan dana merupakan sumber pembiayaan atau modal untuk 

kegiatan tertentu yang berasal dari berbagai sumber guna untuk memenuhi 

kebutuhan finansial. Di Desa Kasegeran ketersediaan dana bersumber pada 

APBDes, yang harus di kelola sesuai dengan aturan guna untuk meengetahui apa 

yang masyarakaat butuhkan dan apa yang PEMDES lakukan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan dana desa sudah 

sesuai dengan aturan yang berlaku dan prioritas penggunaan dana desa di Desa 

kasegeran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara  itu hasil 

pengamatan lapangan yang peneliti lakukan pada tanggal 10 Januari 2024 bahwa 

penggunaan dana desa belum sesuai dengan PermendesPDTT No. 5/2015 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prinsip penggunaan dana desa yang 
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dalam pelaksanannya memiliki dua azas, yaitu: azas desentralisasi dan azas 

tugas pembantuan.  

Azas desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan desa, didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa) 

berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 

desa yang pelaksanaanya diatur dan diurus oleh desa.  

Adapun azas tugas pembantuan merupakan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai azas pembantuan, didanai oleh tingkat pemerintahan yang 

menugaskan (APBN, APBD provinsi, dan/atau APBD kabupaten/kota) berupa 

kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau 

kabupaten/kota berupa kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi atau kabupaten/kota. Penugasan meliputi penyelenggaraan 

pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang pelaksanaannya diurus oleh 

desa berdasarkan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau 

kabupaten/kota (Apung, 2015). 

Dalam pelaksanaannya, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang 

program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen 

RKPDes dan APBDes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan 

dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat 

program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan 

prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. 

Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di prioritaskan untuk 

membiyai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan 

Menteri Desa). Bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa 

harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan 

dana desa yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan 

prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sedangkan penggunaan dana 

desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama 



MIDA         

Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi  
   
          

   
             

 

80 

  P-ISSN 1411-4461   

E-ISSN 2830-7267 

untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya 

ekonomi. 

Oleh karena itu, dana desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk 

kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan 

dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target 

pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya. Dalam 

hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa 

yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya dan 

selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa. 

Dengan demikian, hasil penelitian yang dilakukan dengan proses 

wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sub aspek ketersediaan 

dana belum bisa efektif  karena belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil 

wawancara menunjukan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan 

peraturan APBDes, namun hal tersebut bertentangan dengan hasil pengamatan 

yang peneliti lakukan bahwa penggunaan dana desa di Desa Kasegeran 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan 

PermendesPDTT No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hal 

tersebut dibuktikan dengan banyaknya infrastruktur yang masih rusak, belum 

terpenuhinya saran dan prasarana yang memadai. Contohnya, masih terdapat 

jalan desa yang rusak, kurangnya fasilitas untuk meningkatkan kualitas ketahanan 

sosial masyarakat Desa Kasegeran. 

      Aspek Disposisi 

Pada aspek disposisi ini mencerminkan bagaimana seseorang merespon 

atau bersikap terhadap tuntutan, tantangan, atau perubahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Aspek disposisi dapat mempengaruhi cara seseorang belajar, 

berinteraksi sosial, dan menanggapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek disposisi dapat disimpulkan bahwa 

dalam implementasi dana desa sebagai upaya pengembangan Indeks Desa 

Membangun di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 
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belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya 

keterbukaan / penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengembangaan IDM 

yang di danai oleh dana desa. Akan tetapi dalam hal perencanaan anggaraan 

dana desa, Hasil penelitian di Desa Kasegeran menunjukkan bahwa dalam hal 

perencanaan dilakukan melalui MUSDUS, MUSDES, lalu MUSRENBANGDES, 

yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Hal ini 

terbukti bahwa masyarakaat desa sangat dibutuhkan dalam membuat 

perencanaan kegiatan yang akan di adakan di Desa Kasegeran. Selain itu, 

masyarakat Desa Kasegeran memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal 

partisipasi, terbukti dengan ikut sertanya masyarakat Kasegeran dalam 

musyawarah desa, hasil keputusan musyawarah menjadi acuan pemerintah desa 

dalam membuat perencanaan, yaitu dalam bentuk RKPDes dan APBDes. 

Menurut Rahmawati (2021:6), Disposisi merupakan kecenderungan sikap, 

keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah 

kebijakan yang ditetapkan. Disposisi pelaksana kebijakan akan 

mempengaruhikinerja kebijakan, sebab jika pelaksana kebijakan didasari oleh 

sikap, keinginan, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik maka 

keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Salah satu yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementator dalam 

melaksanakan sebuah kebijakan. Implementator yang dimaksud adalah mulai dari 

pucuk pimpinan tertinggi dalam suatu unit kerja dan seluruh orang yang tergabung 

dalam unit kerja tersebut, semuanya harus saling mendukung dan bersama dalam 

menjalankan suatu kebijakan demi kepentingan bersama. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adi Supraja di tahun 2017, 

menemukan bahwa pemerintahan daerah dalam pelaporan kepada pusat telah 

bersikap transparan dengan metode menempelkan catatan Alokasi Dana Desa 

ditempat yang dapat diketahui oleh masyarakat seperti di papan pengumuman di 

kelurahan. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, 

bahwa masih kurangnya keterbukaan / penyampaian informasi terkait 

pelaksanaan pengembangaan IDM yang di danai oleh dana desa. Hal tersebut 
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membuktikan aspek disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tertutup dan 

tidak  transparan dalam mengelola anggaran desa. 

       

Aspek Struktur Birokrasi 

Aspek struktur birokrasi menjelaskan tentang struktur dan hubungan dalam 

suatu birokrasi, termasuk tanggung jawab, tugas pokok, dan fungsi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan warga Desa Kasegeran. Selain itu, tujuan dari aspek struktur 

birokrasi adalah untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan wewenang,  dan 

penyimpangan prosedur. Ketersediaan SOP atau Standar Operasional Prosedur di 

Pemerintah Desa Kasegeran merupakan prosedur yang harus diikuti dalam 

menjalankan berbagai aktivitas dan fungsi pemerintahan desa secara konsisten dan 

terstruktur. Ketersediaan SOP di pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting 

untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan efisiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan menrapkan SOP yang baik, 

pemerintah desa dapat memastikan bahwa layanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat dilakukan dengan standar yang baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi belum 

sepenuhnya efektif, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara hasil 

wawancara dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan. Pada hasil wawancara 

beberapa informan menyebutkan bahwa adanya ketersediaan SOP, kesesuaian 

tupoksi dalam berbagai kegiatan desa, dan adanya struktur organisasi tim pelaksana 

implementasi kebijakan. Namun, pada hasil pengamatan lapangan yang peneliti 

lakukan menunjukan bahwa adanya struktur organisasi dan kesesuaian tupoksi tim 

pelaksana. Akan tetapi, peneliti belum menemukan adanya ketersediaan SOP. Jika 

tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP), struktur birokrasi cenderung menjadi 

kurang teratur, kurang efisien,  kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan 

kurangnya pelatihan serta pengembangan bagi warga Desa Kasegeran. Dengan 

demikian, ketersediaan SOP sangat penting dalam membentuk struktur birokrasi yang 

teratur, efisien, konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

D. KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada Aspek 

Komunikasi ditemukan adanya musyawarah untuk membahas perencanaan 

pengelolaan dana desa di Desa Kasegeran. Namun, masih terdapat kendala dalam 

pelaksanaan pengelolaan dana desa yang di akibatkan oleh kurangnya pengetahuan 

dari Pemerintah Desa tentang apa itu Indeks Desa Membangun dan belum terdapat 

sosialisasi khusus terkait bagaimana upaya pengembangan IDM yang di danai oleh 

dana desa di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

Sementara pada aspek Sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan sumber 

daya manusia yang ada di Desa Kasegeran terbatas dan kapasitasnya belum 

memadai, baik masyarakat maupun aparatur desa. Ketersediaan sumber dana di 

Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang digunakan belum 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada aspek disposisi ditemukan kurangnya 

keterbukaan/penyampaian informasi terkait pelaksanaan pengembangan IDM yang di 

danai oleh dana desa. Namun,  masyarakat Desa Kasegeran memiliki tingkat 

kesadaran yang tinnggi dalam hal partisipasi. Hal tersebut dibuktikan dengan ikut 

sertanya masyarakat Desa Kasegeran dalam musyawarah desa. Lalu, pada aspek 

Struktur birokrasi : ketersediaan struktur organisasi dan kesesuaian tupoksi tim 

pelaksana. Akan tetapi, peneliti belum menemukan adanya ketersediaan SOP. 
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